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Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana
khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat
dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor
59/PUU-X X1/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan
berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat duajenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS.
Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang digjukan oleh Para Pemohon dalam
permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XX1/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan
tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional,
khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana
khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang
bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat
(5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XX1/2023 adalah perubahan frasa dalam
Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh
Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK.

...... The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal
offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether
investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer
Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-
XX1/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer
Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through
literature study. Secondary datain this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The
results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code,
there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators.
However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitionersin the
petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XX1/2023. Furthermore, the research found that the
decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators
to develop the national economy, especialy in the financial services sector. This research also found that
investigations in specia criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Crimina
Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the
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provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court
Decision Number 59/PUU-XX1/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only"
to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK
Officer Investigators.



